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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 236

Mengingat

ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal
23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2024,

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655);




3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021,
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6736);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun
2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerzh
Kabupaten Sumba Barat Nomor 0083);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT

dan

BUPATI SUMBA BARAT
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN  DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.

2. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan
dengan Perda.

5. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang
berkenaan.

6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
yang berkenaan.

7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan vang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

8. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah hak
pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Peengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah.



9, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran vang selanjutnya disebut SiLPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1
(satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan
daerah.

APBD Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2024 berjumlah
Rp.809.914.567.694,00, terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah,
dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah Rp. 797.755.621.079,00
b. Belanja Daerah Rp. 799.914.567.694.00
Defisit / Susslus Rp. 2.158.946.615,00

¢. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Rp. 12.158.946.615,00
2. Pengeluaran Rp 10.000.000.000,00
Befiedt /Surplus Rp. 2.158.946.615,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan Rp. -
Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp.797.755.621.079,00 (Twuh
Ratus Sembilan Puluh Twuh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam
Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), yang bersumber
dari:

a. Pendapatan asli,

b. Pendapatan transfer; dan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
direncanakan sebesar Rp.73.341.335.534,00 (Twjuh Puluh Tiga Milyar
Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima
Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:



(2)

(3)

(4)

(3)

(1)

(2)

(3)

Pajak daerah;

Retribusi daerah;

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan

. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf a
direncanakan sebesar Rp.31.758.400.000,00 (Tiga Puluh Satu Milyar
Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp, 3.239.073.565,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Tiga
Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh
Lima Rupiah).

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan  sebesar
Rp.8.717.087.368,00 (Delapan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta
Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.29.626.774.601,00 (Dua
Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus
Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Satu Rupiah).
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Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp.715.799.285.545,00 (Twjuh Ratus Lima Belas
Milyar Twjuh Ratus Sembian Puluh Sembilon Juta Dua Ratus Delapan
Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

b. Pendapatan transfer antar daerah.

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.695.575.451.625,00 (Enam
Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta
Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima
Rupiah).

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp.20.223.833.920,00 (Dua Puluh Milyar
Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu
Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiahj.




(1)

(2)
(3)

(4)

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf ¢ direncanakan sebesar Rp.8.615.000.000,00 (Delapan

Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan hibah;

b. Dana dararat;

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah).

Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp. 0,00 (NIHIL).

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan

sebesar Rp.8.600.000.000,00 (Delapan Milyar Enam Ratus Juta Rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar
Rp.799.914.567.694,00 (Twuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar
Sembilan Ratus Emapt Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu
Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:

a.

b.
c.
d

(1)

Belanja operasional;
Belanja modal;

Belanja tidak terduga; dan
Belanja transfer.

Pasal 8

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf a direncanakan sebesar Rp.527.579.420.602,00 (Lima Ratus Dua
Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua
Puluh Ribu Enam Ratus Dua Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai;

b. Belanja barang dan jasa;

c. Belanja bunga;

d. Belanja subsidi;

e. Belanja hibah; dan

f. Belanja bantuan sosial.



(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.251.030.132.306,00 (Dua Ratus Lima Puluh
Satu Milyar Tiga Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus
Enam Rupiah).

(2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.245.834.432.812,00 (Dua Ratus Empat Puluh
Lima Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga
Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp. 0,00 (NIHIL).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp.0,00 (NIHIL).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp.28.721.856.184,00 (Dua Puluh Delapan Milyar
Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam
Ribu Seratus Delapan Puluh Empat Rupiah).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp.1.992.999.300,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus
Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan
Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf b direncanakan sebesar Rp.170.268,932.598,00 (Seratus Tujuh
Puluh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga
Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri
atas:

a. Belanja modal tanah.

b. Belanja modal peralatan dan mesin.

c. Belanja modal gedung dan bangunan.

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan

f. Belanja modal aset tidak berwujud.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 0,00 {NIHIL).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp.34.287.464.667,00 (Tiga Puluh
Empat Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam
Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).




(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada avat
(1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp.48.517.448.560,00 (Empat Puluh
Delapan Milyar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh
Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.84.450.730.371,00 [Delapan
Puluh Empat Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga
Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).

(6) Belanja modal asset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp.3.013.289.000,00 (Tiga Milyar Tiga
Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

(7) Belanja modal asset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (NIHIL).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
c direncanakan sebesar Rp.1.505.446.494 00 (Satu Miyar Lima Ratus Lima
Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat

Rupiah).
Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d
direncanakan sebesar Rp.100.560.768.000,00 (Seratus Milyar Lima
Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu), yang
terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.378.170.300,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh
Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.100.182.597.700,00 (Seratus Milyar Seratus
Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu
Tujuh Ratus Rupiah).



Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar
Rp.12.158.946.615,00 (Dua Belas Milyar Seratus Lima Puluh Delapan Juta
Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Belas
Rupiah), yang terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 huruf a direncanakan sebesar Rp.12.158.946.615,00 (Dua Belas
Milyar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh
Enam Ribu Enam Ratus Lima Belas Rupiah), yang terdiri atas:

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

Pencairan dana cadangan;

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,

Penerimaan pinjaman daerah;

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp.12.158.946.615,00 (Dua Belas Milyar Seratus Lima Puluh Delapan
Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Belas
Rupiah).

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 0,00 (NIHIL}.

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 0,00 (NIHIL).

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (NIHIL).

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (NIHIL}.

{7} Penerimaan pembiayaan lainnya sesuail dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf f
direncanakan sebesar Rp.0,00 (NIHIL).

PR @ W



(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

(1)

(2)

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 huruf b direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar
Rupiah), yang terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan;

Penyertaan modal daerah;

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

Pemberian pinjaman daerah; dan

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
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perundang-undangan;
Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (NIHIL).
Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah).
Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 0,00 (NIHIL).
Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (NIHIL).
Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp.0,00 (NIHIL).

Pasal 15

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja
daerah mengakibatkan terjadinya surpias [ (defisit) schesar
Rp.2.158.946.615,00 (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Delapan juta
Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Belas
Rupiah).

Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan
terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan surplus/fdefies
sebesar Rp.2.158.946.615,00 (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Delapan
Jjuta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Belas
Rupiah).



Pazal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah
Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya
dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan
daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran
pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sumba Barat tahun
anggaran 2024, dengan tata cara sesual dengan cara terlebih dahulu
melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran
Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD
selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

{2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian
luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

¢. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik.

{3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat
wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah
dan/atau masyvarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 2,

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiranl Ringkasan APBD wang Diklasifikasi Menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

2. Lampiran [I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;




3. Lampiran Il Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka  Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

Lampiran VII  Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD dengan

APBD:

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah
tentang APBD;

9, Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan
Program Prioritas Daerah;

10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongandan Per
Jabatan;

11. Lampiran XI Daftar Pilutang Daerah;

12. Lampiran XII  Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi
Daerah Lainnya;

13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
Aset Tetap Daerah;

14, Lampiran XIV  Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;

15. Lampiran XV  Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya
yvang belum diselesaikan dan dianggarkan Kembali
dalam tahun anggaran ini;

16. Lampiran XVl Daftar Dana Cadangan; dan

17. Lampiran XVII Daftar Pinjaman Daerah.
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Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Sumba Barat tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBD.



Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Waikabubgy

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 29 (etem ber p04h
— =

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 9,

Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa
Tenggara Timur 09/2023




